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KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12,1690 .0L.01=Th'g5 .
MENTERI KFHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca ;o dural permobonan berbanggal 29 Desember 1994 N0 1150/R/12/94
doavd HoLuely Pengguutl Tr, Rusld Sioyung lkami terima tanggal
3 Juminel 1994 dun Lerukhblr bung al 23 Junuari 199%.

Menimbang ;o Bahwa dalam akta penditian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
’ syaratsymat yang biasa dipcalukan untuk p‘crscluju;‘m perseroan terbatas se-
hingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian
perseroan terbatas yang dimaksud.

Tw(cnging;n( i 1. Pasal I Atwan Peratihan Undang-Undang Dasar Repablik Indonesia tahin
1945,
) . . 2. Kitab Undang Undang Hokom Dagang (Staatsblad Tahan 1847 No. 23)

schagaimana telaly diubaly, tevakhie dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun
1971 tentang Pesubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-
Undang Hokom Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 FPam-
bahun T embaran Negara Nomor 2959);

3. Kceputusan Picsiden Republik Indonesia Nomor 2 lahun 39pg4
tentang Sosunan Orgunisast Departemen,

MEMUTUSK AN:

Menctapkan i
PERTAMA  :  Meauberihan persetujuan atas akta pendirian I’/crsum;m Terbatas
L.  MENARA 1UTAN BUANA.
NPwP: 1.710. 784, 82011, .
lleLududul(un Jb Jukarta yang dibuat peda tangrgal 22 Degember -
1994 110.313 dJhudapun Lotluris Pongganti Inoinyur Rusli SH yuuny
hukc(ludnl( aedd Jubarly dan diperbalkd dengan alitu ter Lestgggul
21 Janunrd 199% N6.156 yung dlbuut dihadupun Notavis Benny —---
Krivtiunto s di Jukurta.
KEDUA v Keputusan' ini dismmpaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

ditaksanakan schagaimana mestinya,

Ditctapkan di: Jakarta
Pada tanggal 6 Pebruari 1995, .
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